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Abstrak - Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran Efektif Mencegah
Korupsi?

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan membangun model pencegah-
an korupsi dengan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode OLS dan analisis faktor.
Sampel penelitian ini adalah pegawai di salah satu lembaga pemerintah
Indonesia yang telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran.

Temuan Utama - Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan sistem
pelaporan pelanggaran akan meningkatkan pencegahan korupsi. Fak-
tor prioritas dalam pencegahan korupsi yang perlu diperhatikan adalah
adanya lingkungan tempat kerja yang positif. Selain itu, sistem pelapo-
ran pelanggaran perlu memprioritaskan ketersediaan perlindungan yang
proaktif bagi pelapor.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Sistem pelaporan pelanggaran yang
efektif mencegah korupsi dapat terwujud dengan penguatan faktor inter-
nal dan eksternal yang berpengaruh pada pengambilan keputusan sese-
orang dalam berperilaku. Organisasi diharapkan dapat mengembangkan
kebijakan pencegahan korupsi dengan menyelaraskan motivasi dalam
diri pegawai/karyawan dan faktor dari luar diri pegawai/karyawan.
Kebaruan Penelitian — Penelitian ini melihat keberadaan sistem pelapor-
an pelanggaran dan menguraikan efektivitasnya.

Abstract - Is the Whistleblowing Reporting System Effective in Pre-
venting Corruption?

Main Purpose - This study aims to build a corruption prevention model
with an effective whistleblowing system.

Method - This study used the OLS and factor analysis method. The sam-
ple of this study was employees at an Indonesian government agency that
already has a whistleblowing system.

Main Findings - This study found that improving the whistleblowing sys-
tem would improve corruption prevention. The priority factor in preventing
corruption that needs to be considered is the existence of a positive work
environment. In addition, the system needs to prioritize the availability of
proactive protection for whistleblowers.

Theory and Practical Implications — An effective violation reporting
system to prevent corruption can be realized by strengthening internal and
external factors that influence a person’s decision-making in behavior. Or-
ganizations are expected to be able to develop policies to prevent corruption
by aligning the motivation within employees and factors from outside of the
employees.

Novelty - This study looks at the existence of a violation reporting system
and describes its effectiveness.
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Korupsi menurut Association of Certified
Fraud Examiners (ACFE) termasuk salah satu
dari tiga kelompok fraud selain misapropriasi
aset dan fraud laporan keuangan. Korupsi ada-
lah penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh
untuk menguntungkan pelaku atau orang lain
serta bertentangan dengan hak dan kewajiban
orang lain. Bentuk korupsi antara lain konflik
kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan
pemerasan ekonomi. Korupsi adalah skema fraud
paling umum terjadi di tiap wilayah secara glo-
bal, yang dalam konteks negara dapat mempe-
ngaruhi dan mengancam perekonomian. Seba-
nyak 47% perusahaan mengalami korupsi selama
1 tahun terakhir. Di Indonesia, korupsi menjadi
fraud yang paling banyak terjadi (64,4%) diban-
ding bentuk fraud lain dengan dampak kerugian
Rp100 juta-RpS00 juta perkasusnya. Pelaku ko-
rupsi dapat berasal dari pihak internal ataupun
eksternal perusahaan dengan pelaku terbanyak
adalah karyawan, disusul manajemen di urutan
berikutnya dan volume korupsi tertinggi ada di
sektor pemerintahan (Akkeren & Buckby, 2017).
Skema korupsi yang dilaporkan ACFE didetek-
si melalui tip (43%) lewat kanal pengaduan dari
karyawan (38,9%). Sarana laporan pengaduan ini
biasa dikenal dengan nama Sistem Pelaporan Pe-
langgaran (SPP). SPP berpotensi besar mencegah
korupsi, tetapi sampai saat ini masih banyak SPP
tidak berjalan efektif dan hanya sekadar formal-
itas saja, terbukti dari masih banyaknya kasus
korupsi termasuk di Indonesia. Indonesia Cor-
ruption Watch (ICW) seperti dilansir Tampo, pada
bulan September 2021, menyebutkan bahwa ka-
sus tindak pidana korupsi selama rentang waktu
semester I tahun 2021 naik 19% dibandingkan
tahun sebelumnya menjadi 209.

Dengan berbagai pertimbangan, tidak mu-
dah bagi seorang peniup peluit untuk melapor-
kan tindakan pelanggaran walaupun sudah ter-
dapat sistem pelaporan pelanggaran. Terdapat
dilema etis dalam melakukan pelaporan pelang-
garan karena dianggap tidak setia kepada organi-
sasi (Kaplan et al.,, 2020) dan dianggap peng-
khianat bagi organisasi (Gao, 2020; Laucket al.,
2020). Seorang karyawan dapat diberhentikan
dari pekerjaan ketika melaporkan pelanggaran
dan adanya ancaman terhadap individu tidak
bisa dipisahkan dari tindakan yang dilakukan
(Torno et al., 2020). Berdasarkan permasalahan
tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori
atribusi Weiner (1972) yang menjelaskan bahwa
faktor internal dan faktor eksternal dapat mem-
pengaruhi seseorang dalam berperilaku. Teori
atribusiini akan menjelaskan berbagaifaktor yang
dapat mendorong seseorang berperilaku mence-
gah korupsi. Faktor eksternal yang dibutuhkan
untuk memotivasi perilaku seseorang adalah
adanya kebijakan organisasi yang menekankan
bahwa setiap orang mempunyai hak sama untuk
mendapat kesempatan setara yang adil dan tidak
terancam dalam mengakses haknya. Organisa-
si perlu membuat seseorang merasa aman dan

nyaman ketika melaporkan pelanggaran dalam
rangka pencegahan korupsi. Adanya faktor ek-
sternal yang mendukung seseorang mengambil
keputusan untuk melaporkan pelanggaran, akan
meningkatkan motivasi internal di dalam diri se-
seorang agar yakin melakukan tindakan pelapor-
an tersebut. Faktor internal dalam diri pegawai
di antaranya adalah tumbuhnya moral dan etika
yang baik dan berusaha bertindak jujur dalam
bekerja dapat mendorong seseorang untuk meng-
hindari tindakan menyimpang.

Untuk mengurangi perilaku korupsi, or-
ganisasi perlu melakukan tindakan pencegahan
(Brink et al., 2018; Davis & Pesch, 2013; Free &
Murphy, 2015; Joseph et al, 2020; Rifai & Mardi-
juwono, 2020; Schuchter & Levi, 2015; Sow et al,
2018; Zakaria et al., 2020). ACFE menekankan
pentingnya pencegahan korupsi. Masih banyak
organisasi kesulitan menciptakan mekanisme
pencegahan korupsi yang efektif karena keahlian
pelaku korupsi dan kecurangan tertentu dapat
terjadi tanpa terdeteksi (Power, 2013). Telah
banyak penelitian sebelumnya yang membahas
pencegahan korupsi. Perkembangan riset akun-
tansi, khususnya akuntansi forensik mengenai
fraud dalam berbagai bentuk termasuk korupsi
dan pencegahannya masih menjadi tema peneli-
tian yang banyak diminati, terbukti sampai de-
ngan tahun 2022 masih banyak dilakukan riset
serupa (Brody et al., 2020; Chaudhary & Phoolka,
2019; Shonhadji & Maulidi, 2021; Ramadhan &
Arifin, 2019; Wijayanti & Hanafi, 2018; Yang &
Xu, 2020).

Scheetz & Fogarty (2019) dalam studinya
mengukur sistem pelaporan dalam mencegah
korupsi dengan melihat keberadaan sistem terse-
but, begitu juga riset yang dilakukan Exmey-
er (2020) dan Saloranta (2021). Riset yang ada
terkait sistem pelaporan pelanggaran sejauh ini
masih terbatas pada keberadaan sistem pelapor-
an pelanggaran di suatu organisasi. Riset yang
meneliti penerapan sistem pelaporan pelanggar-
an yang efektif dalam pencegahan korupsi ma-
sih terbatas. Penelitian ini berbeda dengan riset
sebelumnya, karena dimaksudkan untuk men-
dalami bagaimana pencegahan korupsi dapat
dilakukan dengan membangun sistem pelaporan
pelanggaran melalui penciptaan berbagai aspek
yang membuat sistem pelaporan pelanggaran
menjadi lebih efektif. Perbedaan riset ini dengan
riset sebelumnya yaitu terkait fokus pencegahan
fraud, di mana Shonhadji & Maulidi (2021) ber-
fokus pada fraud laporan keuangan, sedangkan
riset ini berfokus pada korupsi. Selain itu, ter-
dapat pula perbedaan terkait sektor penerapan-
nya, yang pada penelitian ini adalah sektor pu-
blik/pemerintahan, sedangkan riset sebelumnya
(Chaudhary & Phoolka, 2019; Shonhadji & Maul-
idi, 2021) adalah sektor privat. Organisasi yang
berhasil memahami kebutuhan peniup peluit da-
lam mengungkap terjadinya aktivitas pelanggar-
an dan mengelolanya dengan baik akan memiliki
peluang besar dalam mencegah dan mengurangi
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Tabel 1. Deskripsi Responden

Karakteristik Responden Jumlah Sampel

Usia Responden

<30 Tahun
20-40 Tahun
>40 Tahun

Pendidikan Terakhir

SMA
D3
S1/D4
S2/S3

Lama Bekerja
<5 Tahun
5-10 Tahun
>10 Tahun

Jabatan

Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
Struktural

Wilayah Satuan Kerja

Pusat
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III

92
208
150

26
28
269
127

70
74
306

117
194
139

85
114
105
146

terjadinya korupsi di lingkungannya (Johansson
& Carey, 2016). Kebaruan penelitian ini adalah
mendalami lebih rinci pada aspek-aspek yang
dapat menciptakan sistem pelaporan pelanggar-
an yang efektif mencegah korupsi, atau tidak ha-
nya sekadar hadir dalam rangka formalitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memba-
ngun model pencegahan korupsi dengan sistem
pelaporan pelanggaran yang efektif. Aspek-aspek
yang mendukung sistem pelaporan pelanggaran
yang efektif akan dijelaskan dalam penelitian
ini. Penelitian ini juga akan memberikan literasi
baru di dunia akuntansi forensik, khususnya ter-
kait pencegahan korupsi dengan meneliti sistem
pelaporan pelanggaran yang efektif. Harapannya
akan dapat membantu organisasi membangun
kebijakan pencegahan korupsi dengan membuat
sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan
menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi
untuk menilai sistem pelaporan yang sudah ada.
Secara umum, kontribusi penelitian ini adalah
memberikan pemahaman baru terkait bagaimana
menciptakan sistem pelaporan pelanggaran yang
efektif dan bukan hanya sekadar hadir (exist) da-
lam pencegahan korupsi.

METODE
Penelitian ini adalah riset deskriptif dengan
unit analisis individu. Populasi penelitian ini ada-

lah sejumlah 16.230 orang pegawai salah satu
lembaga pemerintah non-kementerian yang telah
memiliki sistem pelaporan pelanggaran di seluruh
Indonesia. Lembaga pemerintah non-kemente-
rian ini dipilih sebagai sampel karena memiliki
keterwakilan di seluruh Indonesia sehingga ha-
sil penelitian ini diharapkan dapat digeneralisasi
ke instansi pemerintah seluruh Indonesia. Sam-
pel penelitian dipilih menggunakan probabilitas
sampling, yaitu area sampling dengan pemilihan
sampel klaster dalam area tertentu untuk popu-
lasi nasional. Pegawai lembaga ini dibagi dalam
empat klaster area, yaitu area I, area II, area III,
dan area Pusat sesuai peraturan kepala lembaga
tersebut.

Adapun data primer dikumpulkan melalui
kuesioner google form kepada 482 sampel. Dari
jumlah tersebut, kuesioner yang terisi lengkap
dan dapat diolah sebanyak 450 sampel.

Karakteristik demografis responden pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas respon-
den berusia 30-40 tahun, artinya penelitian
mendapat respon terbanyak dari usia produktif.
Pendidikan terakhir responden terbanyak S1/D4
menunjukkan bahwa level pendidikan responden
termasuk tinggi. Selain itu, pengalaman kerja
responden tertinggi di atas 10 tahun diasum-
sikan bahwa responden memiliki pengetahuan
memadai tentang pencegahan korupsi di lemba-
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ga tersebut karena sudah lama bekerja. Terdapat
perwakilan responden untuk tiap lini jabatan se-
hingga diasumsikan bahwa sebaran pengetahuan
terkait pencegahan korupsi dapat diketahui di
tiap lini jabatan. Responden juga tersebar secara
proporsional di empat klaster wilayah sehingga
dapat diasumsikan bahwa seluruh wilayah Indo-
nesia terwakili dalam penelitian ini.

Teknik analisis data menggunakan OLS
atau dikenal dengan regresi linier berganda.
Metode analisis ini digunakan karena secara
umum banyak digunakan dalam penelitian.
Tahapan uji dilakukan dengan memeriksa valid-
itas dan reliabilitas instrumen riset. Uji analisis
faktor juga dilakukan untuk melihat faktor yang
paling dominan dari variabel sistem pelaporan
pelanggaran dan pencegahan korupsi. Efektivi-
tas sistem pelaporan pelanggaran diukur dengan
skor nilai skala likert 1-5 dari tidak efektf hingga
sangat efektif untuk melihat urutan aspek-aspek
yang membuat sistem pelaporan pelanggaran
menjadi efektif.

Adapun Gambar 1 menunjukkan model
konseptual penelitian. Berdasarkan Gambar 1,
peneliti membuat model persamaan regresi se-
bagai berikut:

PK = a+BISPP+e (]

Pencegahan korupsi (PK) sebagai variabel
dependen adalah upaya terintegrasi untuk me-
nekan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi
dengan mengurangi kesempatan berbuat curang,
mengurangi tekanan karyawan, dan menghilang-
kan alasan pembenaran (Stubben & Welch, 2020).
Indikator variabel dari May-Amy et al. (2020) dan
Utami et al. (2017) digunakan untuk menjelaskan
variabel pencegahan korupsi, yaitu membangun
budaya jujur, saling terbuka dan membantu,
melakukan penerimaan pegawai melalui proses
yang jujur, adanya pelatihan kesadaran akan
kecurangan, lingkungan tempat kerja yang posi-
tif, adanya kode etik yang jelas sehingga mudah
dipahami dan ditaati, adanya kebijakan untuk
membantu pegawai yang membutuhkan, serta
internalisasi nilai akan sanksi setimpal atas se-
tiap tindakan penyimpangan. Variabel ini meng-
gunakan tujuh indikator dan diukur dengan ska-
la likert 1-5 (sangat tidak setuju sampai sangat
setuju).

Variabel independen penelitian adalah
sistem pelaporan pelanggaran (SPP), yaitu layanan
yang memungkinkan karyawan ataupun pihak
eksternal untuk menyampaikan pengaduan atas
pelanggaran atau tindakan tidak etis yang terja-

Sistem Pelaporan

di di lingkungan kerja (Lee & Xiao, 2018). Varia-
bel ini menggunakan tujuh indikator dan diukur
dengan skala likert 1-5 (sangat tidak setuju sam-
pai sangat setuju). Sistem pelaporan pelanggaran
dianggap baik ketika dapat memenuhi perannya
sebagai wadah untuk memenuhi kebebasan ber-
pendapat dalam pengungkapan adanya tindakan
tidak etis, menyediakan akses sarana pengung-
kapan yang mudah, menyediakan perlindungan
yang proaktif bagi pelapor, tidak ada kebocoran
informasi, terdapat mekanisme pelaporan yang
jelas, menjamin tidak ada pemutusan hubungan
kerja yang terjadi atau ancaman kepada pelapor,
serta menindaklanjuti laporan dan keluhan pe-
lapor (Shonhadji & Maulidi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan individu dalam membuat kepu-
tusan melaporkan pelanggaran melalui sistem
pelaporan pelanggaran perlu didukung kebijak-
an organisasi sebagai faktor ekstrinsik yang me-
nekankan adanya hak yang sama bagi setiap
individu untuk mendapatkan kesempatan se-
tara yang adil dan tidak terancam dalam men-
gakses haknya. Pelapor yang dapat mengambil
keputusan tepat menggunakan sistem pelaporan
pelanggaran untuk meniup peluit dapat berpe-
ran mencegah terjadinya korupsi di organisa-
si. Dengan penyediaan sarana sistem pelaporan
pelanggaran yang mendukung proses pelaporan
pelanggaran, ke depannya akan berdampak posi-
tif pada pencegahan korupsi dalam organisasi.
Sistem pelaporan pelanggaran disebut sebagai
salah satu cara pencegahan korupsi (Johansson
& Carey, 2016; Rachagan & Kuppusamy, 2013;
Lewis & Uys, 2007). Pengaruh positif dari sistem
pelaporan pelanggaran dalam pencegahan korup-
si juga telah ditemukan dalam penelitian sebe-
lumnya (Call et al., 2018; Exmeyer, 2020; Mason
& Simmons, 2019; Okafor et al., 2020; Saloran-
ta, 2021; Scheetz & Fogarty, 2019; Shonhadji
& Maulidi, 2021). Adanya sistem pelaporan pe-
langgaran meningkatkan keyakinan pelapor da-
lam melaporkan tindakan pelanggaran di sekitar
mereka dan imbasnya dapat mencegah terjadinya
korupsi ke depannya.

Penelitian sebelumnya terkait pencegahan
korupsi telah menemukan berbagai faktor yang
mempengaruhi, salah satunya sistem pelaporan
pelanggaran (Exmeyer, 2020; Lewis & Uys, 2007;
Shonhadji & Maulidi, 2021; Saloranta, 2021;
Scheetz & Fogarty, 2019). Pencegahan korupsi
dimaksudkan untuk melindungi organisasi agar
tidak menjadi korban dan menurunkan kesem-

Pencegahan

Pelanggaran

Y

Korupsi

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
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Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variabel Uji T Uji F Adjusted
R-squared
Koefisien Error Nilai T Probabilitas Nilai F Probabilitas
Konstanta 27,74690 2,036405 13,62543 0,0000 885,8491 0,0000 0,663380
Sistem 2,006021 0,072769 27,56696 0,0000
Pelaporan
Pelanggar-
an

patan terjadinya tindakan pelanggaran (Sow et
al, 2018). Sejumlah penelitian sebelumnya mere-
komendasikan sistem pelaporan pelanggaran se-
bagai cara pencegahan korupsi (Antinyan et al.,
2020; Rachagan & Kuppusamy, 2013). Banyak
penelitian yang menemukan sistem pelaporan pe-
langgaran berpengaruh positif dalam pencegahan
korupsi (Andrade, 2015; Call et al, 2018; Lee &
Xiao, 2018; Mason & Simmons, 2019; Okafor et
al., 2020). Mereka yakin bahwa sistem pelaporan
pelanggaran dapat meyakinkan peniup peluit un-
tuk melaporkan perilaku kecurangan yang terjadi
di sekitar mereka dan berdampak untuk dapat
mencegah terjadinya korupsi ke depannya.

Tabel 2 menunjukkan nlai t, nilai F, dan
koefisien determinasi. Berdasarkan Tabel 2, mo-
del persamaan regresi yang terbentuk adalah;

PK = 27,74690 + 2,006021SPP + e ()

Hasil pengujian dan persamaan menun-
jukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pada
sistem pelaporan pelanggaran, maka akan terjadi
peningkatan pada pencegahan korupsi pula. De-
ngan meningkatnya pelaporan atas pelanggaran
pada sistem dan tindak lanjut yang dilakukan,
organisasi dapat mengindikasikan tingkat pence-
gahan korupsi di organisasi semakin meningkat
ke arah positif.

Sistem pelaporan pelanggaran dan pence-
gahan korupsi. Temuan penelitian ini telah mem-
buktikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran
berpengaruh positif terhadap pencegahan korup-
si. Artinya dengan menyediakan sistem pelapor-
an pelanggaran yang memadai, organisasi dapat
meningkatkan pencegahan korupsi di lingkung-
annya. Temuan ini mendukung argumen yang
menyebutkan bahwa dengan memiliki kebijakan
dan prosedur yang jelas dalam menangani lapor-
an pelanggaran, pegawai akan merasa mampu
angkat bicara melakukan pengungkapan kecu-
rangan (Shonhadji & Maulidi, 2021). Hasil riset
ini juga mendukung riset sebelumnya yang me-
nemukan pengaruh positif sistem pelaporan pe-
langgaran dalam mencegah korupsi (Call et al.,
2018; Exmeyer, 2020; Mason & Simmons, 2019;
Okafor et al., 2020; Saloranta, 2021; Scheetz &
Fogarty, 2019).

Kebijakan pencegahan korupsi dapat
dilakukan dengan menekan faktor-faktor yang

menyebabkan pelanggaran (Shonhadji & Maulidi,
2021). Upaya ini dilakukan dengan membang-
un budaya jujur, saling terbuka dan membantu,
melakukan penerimaan pegawai melalui proses
yang jujur, adanya pelatihan kesadaran akan
kecurangan lingkungan tempat kerja yang posi-
tif, adanya kode etik yang jelas sehingga mudah
dipahami dan ditaati, adanya kebijakan untuk
membantu pegawai yang membutuhkan, serta
internalisasi nilai akan adanya sanksi setimpal
atas setiap tindakan penyimpangan (Stubben &
Welch, 2020; Utami et al., 2017). Adapun faktor
eksternalnya sesuai teori atribusi yang mempe-
ngaruhi tindakan seseorang, di antaranya seperti
budaya jujur, saling terbuka, dan membantu di
organisasi. Budaya ini dapat diwujudkan dengan
mengimplementasikan program pengendalian
anti korupsi sesuai nilai organisasi. Nilai yang
dianut organisasi ini selanjutnya akan mam-
pu menciptakan lingkungan yang mendukung
tindakan pegawainya. Lingkungan ini diperkuat
dengan organisasi yang bersikap tanggap terha-
dap segala sesuatu yang terjadi termasuk dugaan
kecurangan.

Proses penerimaan pegawai melalui proses
yang jujur menjadi salah satu hal yang memicu
seseorang menghargai nilai organisasi, yang
kemudian berimbas pada timbulnya moral keper-
cayaan di dalam internal dirinya kepada organi-
sasi (Dey et al., 2021; Herlina & Sudaryati, 2020).
Proses penerimaan ini seharusnya dilakukan
dengan ketat dan efektif melalui pengecekan latar
belakang pegawai sebelum direkrut atau dipro-
mosikan dalam suatu jabatan. Organisasi juga
perlu melakukan pelatihan rutin untuk mengin-
ternalisasi nilai-nilai organisasi, mengevaluasi
kontribusi pegawai, dan evaluasi objektif atas
kepatuhan pada nilai organisasi. Faktor-faktor
ini menjadi salah satu upaya penanaman moral
yang baik dalam diri pegawai. Dampaknya, pega-
wai akan memiliki kepercayaan ke organisasi
dan memberikan upaya terbaiknya memajukan
organisasi, termasuk ketika suatu saat akan di-
hadapkan pada dugaan kecurangan. Pelatihan
kewaspadaan atas kecurangan ini harus dilaku-
kan organisasi sesuai dengan tanggung jawab
kerja pegawai. Harapannya faktor eksternal dari
organisasi dan internal dari pegawai dapat ber-
jalan selaras sesuai konsep teori atribusi sehing-
ga mendorong pegawai agar berani melapor keti-
ka menghadapi tindakan kecurangan.
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Tabel 3. Hasil Uji Analisis Faktor

Variabel Matriks Komponen
Faktor/Indikator Nilai
Pencegahan Korupsi Membangun budaya jujur, saling terbuka dan membantu 0,802
Penerimaan pegawai melalui proses yang jujur 0,915
Adanya pelatihan kesadaran akan kecurangan 0,833
Lingkungan tempat kerja yang positif 0,923
Kode etik yang jelas sehingga mudah dimengerti dan 0,825
ditaati
Kebijakan untuk membantu pegawai yang membutuhkan 0,744
Adanyasanksisetimpalatassetiaptindakanpenyimpangan 0,882
Sistem Pelaporan Pelanggaran Memenuhi perannya sebagai wadah pemenuhan kebebas- 0,813
an berpendapat untuk mengungkapkan adanya tindak-
an tidak etis
Memiliki akses sarana pengungkapan yang mudah 0,852
Menyediakan perlindungan proaktif bagi pelapor 0,867
Menjamin tidak ada kebocoran informasi 0,850
Memiliki mekanisme pelaporan yang jelas 0,855
Menjamin tidak ada pemutusan hubungan kerja atau 0,854
ancaman kepada pelapor
Adanya tindak lanjut atas laporan dan keluhan pelapor 0,862

Temuan ini diperkuat dengan uji analisis
faktor yang dilakukan untuk melihat faktor vari-
abel yang paling dominan. Uji analisis faktor ini
telah memenuhi asumsi pengujian untuk layak
melakukan analisis faktor. Dari komponen yang
telah terbentuk, untuk melihat faktor yang paling
dominan atau faktor prioritas dapat dilihat dari
pemeringkatan berdasarkan hasil matriks kom-
ponen pada Tabel 3. Pada variabel pencegahan
korupsi, faktor dengan peringkat paling tinggi
adalah indikator lingkungan tempat kerja yang
positif. Faktor prioritas dari variabel sistem pe-
laporan pelanggaran yaitu menyediakan perlin-
dungan yang proaktif bagi pelapor.

Berdasarkan Tabel 3, lingkungan tem-
pat kerja yang positif menjadi faktor prioritas
di antara faktor yang lain. Dalam teori atribusi,
lingkungan kerja yang positif ini termasuk faktor
eksternal dari luar diri seseorang yang ikut mem-
pengaruhi internal seseorang dalam mengambil
keputusan. Organisasi sebaiknya sangat mem-
perhatikan terciptanya lingkungan tempat kerja
yang positif. Lingkungan tempat kerja yang positif
dapat mengakui hasil kinerja karyawannya sesuai
tujuan organisasi, memiliki sistem penghargaan
terhadap hasil kinerja karyawannya, memberi-
kan kesempatan yang sama bagi karyawan untuk
meningkatkan semangat kerja sehingga dapat
mengurangi perbuatan curang, adanya program
kompensasi untuk meningkatkan semangat
karyawan, melakukan pelatihan pengembangan
karir, dan segera melakukan penanganan pada
pelanggaran yang terjadi di organisasi.

Adanya aturan perilaku dan kode etik yang
jelas, mudah dimengerti dan ditaati menjadi salah

satu upaya organisasi untuk membangun budaya
jujur dan terbuka. Pemberlakuan sanksi atas pe-
langgaran kode etik yang ada juga sangat diper-
lukan. Hal ini akan memperkuat nilai organisasi
di internal setiap pegawai dan membuat pegawai
semakin termotivasi untuk mendukung tujuan
organisasi dalam mencegah kecurangan. Bentuk
perhatian dan bantuan pegawai yang mengalami
masalah ekonomi juga menjadi faktor eksternal
yang dapat berdampak baik pada diri internal
pegawai. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka
mencegah pegawai melakukan korupsi di organ-
isasi. Penyimpangan yang mungkin terjadi harus
diminimalisasi dengan adanya sanksi terhadap
segala bentuk kecurangan di organisasi. Sanksi
ini harus mampu menanamkan efek jera kepada
oknum tindak kecurangan tersebut. Organisasi
harus dapat menegaskan kepada pegawai agar
selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab
dengan sebaik mungkin supaya terjaga moral dan
etika pegawai yang baik. Hal ini sesuai dengan
konsep teori atribusi yang menguraikan perlunya
memperhatikan faktor eksternal dan faktor inter-
nal pada pegawai agar pegawai dapat terpengaruh
untuk mengambil keputusan yang bermanfaat
bagi organisasi dalam pencegahan korupsi. Fak-
tor eksternal terdiri dari aturan perilaku dan kode
etik yang jelas, perhatian dan bantuan organisasi
kepada pegawai, dan penerapan sanksi atas tin-
dakan penyimpangan. Faktor internal yang dapat
diperkuat di antaranya dengan membangun mo-
ral dan etika pegawai yang baik, menjaga motiva-
si pegawai dalam bertindak jujur, dan perasaan
terikat atas perhatian organisasi yang membuat-
nya dapat bekerja lebih baik.
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Penanganan pelanggaran di organisasi dapat
dilakukan dengan membangun sistem pelaporan
yang memadai. Tabel 3 menunjukkan bahwa
sistem pelaporan pelanggaran yang dianggap baik
dan memadai ketika dapat menjamin tidak ada
pemutusan hubungan kerja atau ancaman kepa-
da pelapor, memenuhi perannya sebagai wadah
kebebasan berpendapat untuk mengungkapkan
adanya tindakan tidak etis, memiliki akses sara-
na pengungkapan yang mudah, menjamin tidak
ada kebocoran informasi, adanya tindak lanjut
atas laporan dan keluhan pelapor, memiliki me-
kanisme pelaporan yang jelas, dan menyediakan
perlindungan proaktif bagi pelapor.

Temuan ini konsisten dengan teori atribusi
yang menjelaskan bahwa setiap perilaku pegawai
didorong oleh faktor internal dan faktor ekster-
nal. Dilema etik juga acap terjadi karena konflik
dalam diri terkait situasi untuk membuat kepu-
tusan mengenai perilaku yang patut dilakukan,
bahwa ia mengetahui apa yang harus dilakukan
tetapi banyak hambatan untuk melakukannya.
Keputusan inilah yang akan mempengaruhi keya-
kinan seseorang untuk melaporkan pelanggaran
(McLaren et al., 2019; Rachagan & Kuppusamy,
2013; Yeoh, 2014). Oleh karena itu, faktor-faktor
ini harus dipertimbangkan dalam pembuatan dan
pengembangan terhadap kebijakan pelaporan pe-
langgaran. Kebijakan pelaporan pelanggaran yang
dilakukan organisasi di antaranya dengan mem-
bangun suatu sistem yang dapat meminimalisasi
terjadinya dilema etis dan meningkatkan motivasi
internal ataupun eksternal pegawai dengan me-
masukkan ketujuh faktor (Tabel 3) tersebut agar
sistem pelaporan pelanggaran semakin baik dan
memadai dalam upaya mencegah korupsi.

Organisasi yang dapat menjamin tidak ada
pemutusan hubungan kerja dan/atau ancaman
kepada pelapor menjadi faktor eksternal yang
dapat meningkatkan motivasi internal seseorang
dalam melaporkan pelanggaran. Kekhawatiran
kehilangan pekerjaan akan teratasi dengan ada-
nya jaminan seperti ini dalam kebijakan sistem
pelaporan pelanggaran. Sistem pelaporan yang
baik pasti dapat memenuhi peran sebagai tempat
mengungkapkan tindakan tidak etis. Fungsi ini
menjadi aspek eksternal yang sangat dibutuhkan
bagi seseorang yang akan melaporkan pelang-
garan. Tersedianya akses sarana pengungkapan
yang mudah membuat diri pelapor lebih yakin
untuk melaporkan pelanggaran yang dicurigai-
nya.

Sistem pelaporan pelanggaran seharusnya
dapat menjamin tidak ada kebocoran informa-
si atas laporan yang diterima. Jaminan ini akan
memberi keamanan di dalam diri pelapor bahwa
laporannya aman. Pengelola sistem pelaporan
harus selalu menindaklanjuti laporan dan keluh-
an pelapor sebagai bukti bahwa sistem dapat
diandalkan. Adanya mekanisme pelaporan yang
jelas juga memudahkan pelapor dalam membuat
laporan. Terdapatnya faktor-faktor pendukung
ini tentunya akan semakin meringankan dan

meyakinkan pelapor untuk membuat laporan.
Salah satunya dengan menyediakan perlindung-
an yang proaktif bagi pelapor. Perlindungan ini
akan memberi kenyamanan dan rasa aman bagi
pelapor untuk bertindak. Faktor ini menjadi yang
paling terakhir dipilih responden dibanding fak-
tor lain, berbeda dengan penelitian Shonhadji &
Maulidi (2021) yang menemukan perlindungan
yang proaktif bagi pelapor ini menjadi aspek yang
paling penting.

Sistem pelaporan pelanggaran yang baik
dengan faktor-faktor yang telah disebutkan pada
tabel 5 akan dianggap sebagai perlakuan adil oleh
organisasi terhadap semua pegawai tanpa me-
mandang tingkatannya. Perlakuan adil ini akan
memicu dan meningkatkan kepercayaan pegawai
terhadap organisasinya, dengan harapan kemu-
dian akan muncul kepedulian di lingkungan ker-
ja dan partisipasi aktif dalam mencegah korupsi
melalui peran pegawai untuk mengungkapkan
pelanggaran dalam sistem pelaporan. Perlakuan
organisasi ini juga dapat menjadi faktor eksternal
yang kuat seperti dijelaskan teori atribusi. Faktor
prioritas pada sistem pelaporan pelanggaran ada-
lah menyediakan perlindungan proaktif bagi pe-
lapor. Dengan adanya perlindungan bagi pelapor
akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan
pelapor untuk meniup peluit. Hal ini dapat ber-
dampak baik pada pencegahan korupsi di organi-
sasi.

Hasil penelitian ini dapat menjadi best
practice yang dapat diterapkan pada organisasi.
Jika praktik ini dapat sepenuhnya dilakukan,
maka akan dapat memenuhi hak pegawai untuk
mendapatkan kesempatan setara dalam meng-
ungkapkan pelanggaran. Hasil penelitian ini se-
cara umum memberikan pemahaman baru terkait
pencegahan korupsi melalui sistem pelaporan pe-
langgaran. Keberadaan sistem pelaporan ini bu-
kan hanya sebuah formalitas belaka, melainkan
juga harus dapat diterapkan secara optimal un-
tuk membantu pencegahan korupsi. Pemahaman
ini dapat memperkaya literasi pencegahan korup-
si, terutama melalui penerapan sistem pelaporan
pelanggaran yang tidak hanya exist tetapi juga
efektif.

Membangun sistem pelaporan pelanggar-
an yang efektif. Penelitian ini juga menjelaskan
bagaimana menciptakan sistem pelaporan pe-
langgaran yang efektif. Ketersediaan sarana un-
tuk melaporkan tindakan yang mencurigakan
merupakan bagian penting dari program anti
korupsi, kendati masih banyak organisasi yang
mengalami kesulitan membuat sistem pelaporan
pelanggaran yang efektif untuk mendorong orang
melakukan pengungkapan dan menyampaikan
kekhawatiran.

Cara organisasi menangani pelaporan pe-
langgaran menjadi tolok ukur budaya dan nilai
etis organisasi serta menjadi bagian integral dari
transparansi organisasi. Pada kenyataan di or-
ganisasi, tindakan membocorkan dan mengung-
kapkan pelanggaran dipandang sebagai dilema
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Tabel 4. Efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran

Indikator Variabel

Rata-Rata Standar Deviasi

Menetapkan sanksi atas tindak pembalasan atau pelecehan

Melakukan program peningkatan kesadaran akan kecurangan yang

efektif

Menggunakanberbagaimekanismeuntukmeningkatkan perhatian pe-

lapor

Melakukan integrasi antara bagian kepatuhan organisasi, program eti-
ka organisasi, dan sistem pelaporan pelanggaran

Membuat mekanisme yang dikelola pihak ketiga

Menyediakaninsentifkeuangansebagaipenghargaanuntukmeningkat-

kan pelaporan

4,210 0,778
4,160 0,715
4,160 0,727
4,130 0,698
3,600 1,006
3,310 1,084

etis bagi individu, masyarakat, dan organisasi.
Masih terdapat masalah jarak antara promo-
si dengan perlindungan pelaporan pelanggaran.
Masalah sistem pelaporan pelanggaran ini se-
jalan dengan penelitian Rachagan & Kuppusamy
(2013) dan Utami et al. (2017) yang menemukan
bahwa pelaporan tindak penyimpangan akuntan-
si atau audit tidak selalu mendapat tanggapan
positif dari rekan kerja atau atasan kerjanya.

Penelitian ini menawarkan beberapa aspek
yang dapat mengatasi masalah krusial untuk
meningkatkan efekivitas sistem pelaporan pelang-
garan. Berdasarkan Tabel 4, rata-rata responden
percaya bahwa menetapkan sanksi atas tindak
pembalasan atau pelecehan adalah aspek yang
paling berguna untuk membuat sistem pelaporan
pelanggaran yang efektif. Hasil riset ini serupa
dengan riset Amir et al. (2018) dan Yeoh (2014)
yang menjelaskan bahwa individu dapat memiliki
tingkat risiko berbahaya yang tinggi ketika sistem
pelaporan pelanggaran yang disediakan tidak
diikuti mekanisme perlindungan yang jelas, an-
caman tindak pembalasan atau pelecehan dapat
membahayakan pelapor, sehingga sanksi atas
tindakan pembalasan harus ditetapkan dengan
jelas agar mengurungkan niat pelaku pembalas-
an dan pelapor menjadi lebih aman.

Aspek selanjutnya yang berguna dalam
membangun sistem pelaporan pelanggaran yang
efektif adalah melakukan program peningkatan
kesadaran akan kecurangan yang efektif. Hasil
ini mendukung riset Lee & Xiao (2018) dan Shon-
hadji & Maulidi (2021) yang menjelaskan bah-
wa ketidakpedulian atas kerentanan yang nyata
dalam sistem organisasi dapat membahayakan
organisasi dan peningkatan kesadaran akan ke-
curangan dapat menjadi mekanisme pencegah-
an korupsi. Rendahnya kesadaran pegawai akan
kecurangan dapat mengancam pengendalian in-
ternal yang dilakukan organisasi, sehingga or-
ganisasi perlu melakukan program peningkatan
kesadaran akan kecurangan untuk dapat men-
deteksi dan mencegah perilaku curang di organi-

sasi. Peningkatan kesadaran ini akan mendorong
orang untuk memanfaatkan sistem pelaporan
pelanggaran sebagai sarana pelaporan dan peng-
ungkapan adanya penyimpangan.

Hasil selanjutnya wuntuk membangun
sistem pelaporan pelanggaran yang efektif ada-
lah dengan menggunakan berbagai mekanisme
untuk meningkatkan perhatian pelapor, antara
lain melalui surat/saluran anonim, formulir on-
line, saluran hotline (telepon, email, fax, surat),
ataupun dengan datang langsung. Hasil ini men-
dukung penelitian Shonhadji & Maulidi (2021)
yang menggambarkan berbagai mekanisme pe-
laporan yang efektif secara urut, yang dimulai dari
surat/saluran anonim, formulir online, hotline
telepon, alamat email khusus, nomor faksimile
khusus, alamat surat khusus, dan yang terakhir
pelaporan secara langsung. Pelaporan langsung
berada di urutan terakhir, karena dianggap dapat
membahayakan pelapor. Gao (2020), Kaplan et
al. (2020), dan Laucket al. (2020) berargumen-
tasi bahwa pelapor dapat dianggap tidak setia
dan mengkhianati organisasi, sehingga anonim-
itas pelapor dianggap paling efektif karena dapat
melindungi pelapor dari tindakan balas dendam
dan menjadi alternatif ketika regulasi perlindung-
an pelapor dalam situasi tertentu tidak dapat
mencegah pelecehan dari terduga pelaku.

Melakukan integrasi antara bagian kepatuh-
an organisasi, program etika organisasi, dengan
sistem pelaporan pelanggaran adalah aspek se-
lanjutnya yang dapat mendukung efektivitas
sistem pelaporan pelanggaran. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Shonhadji & Maulidi (2021)
yang menjelaskan bahwa integrasi ini menjadi
penting untuk menindaklanjuti suatu laporan
pengungkapan tindakan kecurangan. Kecurang-
an dianggap melanggar kepatuhan terhadap
aturan dan etika yang berlaku di organisasi dan
sistem pelaporan pelanggaran berperan sebagai
pintu masuk laporan. Dengan adanya integrasi
ini diharapkan kerja sistem pelaporan pelanggar-
an menjadi lebih optimal karena area terdampak
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(bagian kepatuhan dan etika organisasi) menjadi
bagian integral yang tidak terpisahkan ketika ter-
dapat laporan pelanggaran yang masuk.

Responden juga menganggap bahwa mem-
buat mekanisme yang dikelola pihak ketiga dapat
membuat sistem pelaporan pelanggaran lebih
efektif. Seperti dijelaskan Shonhadji & Maulidi
(2021) dalam studinya bahwa aspek pengelolaan
sistem pelaporan pelanggaran oleh pihak ketiga
dianggap lebih menjaga independensi dalam pe-
nanganan kasus kecurangan. Pihak ketiga diang-
gap tidak memiliki konflik kepentingan dengan
terduga pelaku dan pelapor, sehingga diharapkan
keputusan dan tindak lanjut yang dilakukan le-
bih objektif dan memberi keadilan untuk semua
pihak. Menyediakan insentif keuangan sebagai
penghargaan untuk meningkatkan pelaporan
menjadi aspek dengan rata-rata terkecil yang di-
pilih responden. Responden percaya bahwa tanpa
iming-iming insentif, pelaporan pengungkapan
dapat meningkat karena kepedulian tinggi terha-
dap hal-hal yang dicurigai menyimpang.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa prioritas
dalam pencegahan korupsi yang perlu diperhati-
kan adalah adanya lingkungan tempat kerja yang
positif, sedangkan sistem pelaporan pelangga-
ran memprioritaskan ketersediaan perlindungan
yang proaktif bagi pelapor. Sistem pelaporan pe-
langgaran dapat efektif mencegah korupsi dengan
memperhatikan beberapa aspek yang ditemukan
dalam penelitian ini. Adapun aspek-aspek yang
dapat membuat sistem pelaporan pelanggaran
efektif mencegah korupsi, yaitu dengan mene-
tapkan sanksi atas tindak pembalasan (retalia-
tion) atau pelecehan; menggunakan berbagai me-
kanisme untuk meningkatkan perhatian pelapor;
program peningkatan kesadaran akan kecurang-
an yang efektif; integrasi antara bagian kepatu-
han organisasi, program etika organisasi, dan
sistem pelaporan pelanggaran; mekanisme sistem
pelaporan pelanggaran yang dikelola pihak keti-
ga; dan insentif keuangan sebagai penghargaan
untuk meningkatkan pelaporan.

Penelitian ini membuktikan teori atribu-
si yang menjelaskan adanya faktor internal dan
faktor eksternal yang berdampak pada seseorang
dalam mengambil keputusan untuk melaporkan
pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran yang
baik akan menjadi faktor eksternal yang dapat
menjamin keamanan dan kenyamanan pelapor.
Jaminan ini secara tidak langsung meningkatkan
keyakinan internal dalam diri seseorang untuk
bertindak melaporkan pelanggaran. Kontribusi
penelitian ini dalam hal praktik adalah membe-
rikan model praktik terbaik yang dapat dilakukan
organisasi untuk mengoptimalkan pencegahan
korupsi di lingkungannya. Praktik ini dilakukan
dengan mengembangkan kebijakan sistem pe-
laporan pelanggaran secara lebih efektif, seperti

yang ditunjukkan melalui hasil penelitian. Sistem
pelaporan pelanggaran yang efektif akan jauh
lebih optimal dalam mencegah korupsi dibanding
sistem pelaporan pelanggaran yang hanya hadir
sebagai bentuk formalitas.
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